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Abstract

The criminal act of document forgery committed by a Civil Servant (PNS) in the

disbursement of National Health Insurance funds at Puskesmas Blang Cut,

Lhokseumawe, reveals a gap between actual behavior (das sein) and the legal as

well as ethical obligations of a PNS (das sollen), as regulated in Article 263

paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code and the Anti-Corruption Law. This
study aims to analyze the elements of the forgery offense and review the judicial

considerations in Decision No. 229/Pid.B/2018/PN Lsm. Using a normative juridical
method with statutory and case approaches, the study is analyzed qualitatively. The

findings show that the defendant was proven to have used a forged check knowingly,

without authorization, causing state losses amounting to Rp191,133,000 for
personal gain. The court considered aggravating factors such as abuse of position

and state losses, and mitigating factors like remorse and restitution, resulting in a

prison sentence of 2 years and 6 months. Although the case also fulfilled elements of
a corruption crime, the ruling was based solely on the Criminal Code without

reference to the Anti-Corruption Law, raising concerns about legal certainty and

effectiveness. The novelty of this research lies in highlighting the limited application

of the Anti-Corruption Law in cases of public office abuse. The study concludes that

more comprehensive law enforcement is needed and recommends the development

of jurisprudential guidelines for sentencing civil servants in similar cases to ensure

consistent and fair justice.
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Abstrak
Tindak pidana pemalsuan surat oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam
perkara pencairan dana Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Blang Cut
Kota Lhokseumawe menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kenyataan (das
sein) dan kewajiban hukum serta etika PNS (das sollen) sebagaimana diatur
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dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana
pemalsuan surat dan menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
229/Pid.B/2018/PN Lsm. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara
sah memenuhi unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu menggunakan surat palsu
berupa cek yang ditandatangani tanpa kewenangan, menyadari kepalsuan
tersebut, dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp191.133.000 untuk
kepentingan pribadi. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur memberatkan
berupa penyalahgunaan jabatan dan kerugian negara serta unsur meringankan
seperti penyesalan terdakwa dan pengembalian kerugian, lalu menjatuhkan
pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Meskipun unsur tindak pidana korupsi
juga terpenuhi, putusan tidak mengacu pada UU Tipikor, yang menimbulkan
pertanyaan terhadap kepastian dan efektivitas hukum. Kebaruan dari penelitian
ini terletak pada sorotan terhadap terbatasnya penerapan UU Tipikor dalam
perkara yang seharusnya masuk dalam ranah korupsi jabatan. Kesimpulannya,
diperlukan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan saran bagi
pembentuk Kkebijakan untuk menyusun pedoman yurisprudensi terkait
pemidanaan PNS dalam perkara serupa guna mendorong keadilan yang konsisten
dan berkeadaban hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan Surat, Pegawai Negeri Sipil

1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam
dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.! Dalam KUHP, tindak pidana
dikenal juga sebagai “delik” dan mencakup unsur-unsur perbuatan, kesalahan, dan adanya
ancaman pidana.?

Pemalsuan surat adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat
dengan maksud untuk digunakan seolah-olah surat tersebut asli dan benar, sehingga dapat
menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau menguntungkan diri sendiri secara melawan
hukum. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh
pejabat berwenang untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan dan digaji menurut
peraturan perundang-undangan. PNS merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang

bekerja pada instansi pemerintahan.

1 Kausar, Henry, Muhammad Hatta, and Hamdani Hamdani. "Pertanggungjawaban Pidana
Pelaku Penyebar Berita Bohong (HOAX) di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri
Lhokseumawe)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 6, no. 2 (2023):
207. Diakses tanggal 20 Mei 2025. https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.1007 2

2 Hakim, Lukman. Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Deepublish,
Yogyakarta, 2020, hlm. 38.
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Dana Puskesmas adalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat
maupun daerah untuk mendukung operasional dan pelayanan kesehatan di Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), termasuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.3 Dana ini bersumber dari APBN/APBD atau program khusus seperti Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).

Sesuai dengan norma hukum yang berlaku, pemalsuan dokumen secara tegas diakui
sebagai tindakan melawan hukum, dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Klasifikasi ini menggarisbawahi betapa
seriusnya pemalsuan dokumen sebagai pelanggaran hukum.5 Kasus pemalsuan terus marak
dalam kehidupan sehari-hari, didorong oleh beragam motif dan tujuan. Pelakunya mulai
dari pejabat pemerintah dan pelaku korporasi hingga warga biasa, semuanya terlibat dalam
tindakan pemalsuan yang meliputi surat, dokumen, dan mata uang. Sering kali, tindakan ini
dimotivasi oleh keuntungan pribadi atau keinginan untuk mempercepat proses, yang
menyoroti tren yang meresahkan. Maraknya pemalsuan menjadi pengingat yang jelas
tentang kekurangan dalam kerangka hukum kita, yang menunjukkan kebutuhan mendesak
akan tindakan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memerangi kejahatan ini secara
efektif.6

Pemalsuan surat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum pidana yang
menyangkut keabsahan dan keotentikan dokumen sebagai alat bukti dan alat legitimasi
dalam kehidupan hukum dan administrasi negara.” Surat sebagai wujud tulisan atau

keterangan yang ditujukan untuk menjadi bukti memiliki posisi sentral dalam sistem

3 Rachmat, R Hapsara Habib, Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan Di Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 41.

4 Amalia, Mia, Frans Reumi, dan Kiki Kristanto. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun
2023, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 21.

5 Tarigan, R.Y., Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan
Pegawai Notaris (Studi Putusan PN Karanganyar Nomor 36/Pid.B/2021/PN.KRG), Jurnal Normatif
Hukumn3, No. 1, (2023):234. Diakses tanggal 20 Mei 2025. DOI:
https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.272

6 Ramadhan, Hilal Arya, Y. Yusrizal, and Fauzah Nur Aksa. "Tindak Pidana Korupsi Dalam
Persfektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh 4, no. 2 (2021): 1-20. Diakses tanggal 20 Mei 2025.
DOI:https://doi.org/10.29103 /jimfh.v1i1.2540

7 Barabba, Erwin, Hambali Thalib, dan Sufirman Rahman. "Efektivitas Penyidikan Tindak
Pidana Cyber Crime Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar." Journal of Lex Generalis (JLG) 2, no.
3(2021): 1267-1278. http://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article /view/428
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hukum Indonesia.8 Oleh karena itu, apabila terjadi manipulasi atas isi, tanda tangan,

maupun bentuk surat yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, maka

perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap kepercayaan dan ketertiban umum.?
Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditegaskan:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan
tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,
karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat
palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat
menimbulkan kerugian.

(2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga otentisitas surat sebagai sarana legal
dalam berbagai transaksi dan kegiatan resmi. Dalam tataran norma hukum positif,

pemalsuan surat termasuk ke dalam kejahatan terhadap umum sebagaimana dimaksud

dalam Buku II KUHP.

N Penulis Judul Penelitian Fokus dan Keterbatasa Renc_al_la Kebaruan
o dan Terdahulu Temuan n/GAP Penelitian | (Novelty) yang
Tahun Utama Baru Ditawarkan
Tinjauan Yuridis | Pemalsuan
Terhadap ijazah sebagai Menghubungkan
. Belum .
Pemalsuan bentuk pidana Menganalisis pemalsuan
membahas . .
Hermans Dokumen menurut KUHP emalsuan pemalsuan administratif
Kelulusan dan UU pema’ . | surat oleh PNS |keuangan publik
1| yah10 . - administrasi
Sebagai Bentuk Pendidikan dalam dengan
(2022) : . . keuangan . .
Tindak Pidana Nasional, pencairan dana | pertanggungjaw
oleh aparatur .
Pemalsuan Surat| pendekatan neeara publik aban aparatur
Menurut Pasal normatif & negara
263 KUHP digunakan
Nurhiday | Tinjauan Yuridis | Tindak pidana | Fokus pada Fokus pada Analisis
2 alt Terhadap Tindak formil elektronik, pemalsuan perbandingan
(2024) Pidana pemalsuan tidak pada dokumen efektivitas

8 Asmarawati, Tina. Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia: Hukum
Penitensier, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 54.

9 Thalib, H. Hambali. Sanksi Pemidanaan dalam konflik pertanahan, Kencana, Jakarta, 2012,
hlm. 21.

10 Hermansyah, Hermansyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Dokumen Kelulusan
Sebagai Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Kuhp." Phd Diss., Universitas
Sintuwu Maroso, 2022. https://repository.unsimar.ac.id/1624/

1 Nurhidaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik
Milik Pemerintah Untuk Layanan Publik Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan
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Penulis o, Fokus dan Rencana Kebaruan
N Judul Penelitian Keterbatasa -
o dan Terdahulu Temuan n/GAP Penelitian | (Novelty) yang
Tahun Utama Baru Ditawarkan
Pemalsuan dokumen dokumen keuangan sanksi pada
Dokumen elektronik manual dan | manual oleh dokumen
Elektronik Milik | pemerintah, pencairan PNS elektronik vs
Pemerintah sanksi dinilai dana dokumen
Untuk Layanan | belum optimal manual
Publik (Putusan
368/Pid.Sus/202
3/PN Btm)
Tinjauan Yuridis . .
Terhadap Tindak Korups.l Tidak -
Pidana Korupsi melalui membahas | Menganalisis Menawarkan
Widia Denean Modus manipulasi pemalsuan pemalsuan |pembeda antara
3| Arlinda Manig ulasi Data dokumen, administratif| surattanpa pemalsuan
(2022)12 ngumen penjatuhan | murni tanpa | unsur korupsi |administrasi dan
(Putusan No pidana sesuai unsur langsung oleh | tipikor dengan
6/Pid Sus/Tipii(o kerugian korupsi PNS modus serupa
r/20i9/Pt.Bna) negara langsung
Penegakan
Hukum dalam Pemalsuan Fokus pada
Tindak Pidana Fokus pada P Pendekatan
paspor oleh pemalsuan .
Pemalsuan dokumen yuridis khusus
. WNA, kendala ey . surat dalam
Taufiq Dokumen ada verifikasi | migrasi, sistem terhadap
4 |Hidayat!3| Perjalanan oleh p dan tidak aAneearan pemalsuan
(2019) Direktorat menyentuh 58 dalam sistem
. . pengawasan publik oleh . .
Imigrasi dokumen keuangan coawai birokrasi daerah
(Putusan . . publik pbega oleh ASN
94/Pid.Sus/2014 imigrasi pemerintah
/PN.Tng)

Tindak pidana pemalsuan surat menjadi semakin mengkhawatirkan apabila
dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kewenangan dan
tanggung jawab mengelola keuangan negara.l4 Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Nomor: 368/Pid. Sus/2023/PN Btm).” PhD diss, Universitas Hasanuddin, 2024.
https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/39620/

12 Arlinda, Widia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Modus
Manipulasi Data Dokumen (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid. Sus/Tipikor/2019/Pt. Bna)." PhD
diss., Universitas Hasanuddin, 2022. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23380/

13 Hidayat, Taufig. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Putusan Nomor 94/Pid.
Sus/2014/PN. Tng)." PhD diss, Universitas Medan Area, 2019,
https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/13709

14 Yanto, Oksidelfa. Mafia Hukum: Membongkar Konspirasi Dan Manipulasi Hukum Di
Indonesia. PT Niaga Swadaya, Jakarta, 2010, hlm. 56.
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyelenggara negara yang melakukan
penyalahgunaan wewenang dan menguntungkan diri sendiri dapat dijerat pidana,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Dalam perkara Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm, kasus ini melibatkan
seorang PNS bernama Azhari, Amk Bin Hasan, yang menjabat sebagai Bendahara Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Blang Cut, Kota Lhokseumawe. Terdakwa didakwa
karena telah melakukan pemalsuan tanda tangan Kepala Puskesmas untuk mencairkan
dana JKN sejumlah Rp191.133.000,-. Tindakan ini dilakukan secara sadar dalam kurun
waktu Januari hingga Maret 2018. Surat berupa lima lembar cek yang digunakan oleh
Terdakwa mengandung tanda tangan palsu yang digunakan sebagai alat untuk mencairkan
dana publik.

Seorang Pegawai Negeri Sipil wajib tunduk pada asas-asas umum pemerintahan
yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam Pasal 10 huruf c Nilai dasar ASN adalah integritas
dan Pasal 11 yang menyatakan bahwa ASN memiliki kewajiban untuk menjaga dan
menegakkan standar etika profesi dan standar pelayanan publik.’> Namun, dalam
kenyataan empiris yang muncul pada kasus ini, nilai-nilai tersebut diabaikan. Kepercayaan
yang diberikan oleh negara kepada aparatur sipil dimanfaatkan sebagai alat untuk
melakukan kejahatan finansial. Tindakan ini secara nyata menunjukkan bahwa tata kelola
keuangan publik di tingkat fasilitas layanan kesehatan masih memiliki celah untuk
disalahgunakan apabila tidak ada pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan yang
transparan.

Secara administratif dan keuangan, tindakan ini juga melanggar prinsip

akuntabilitas dan transparansi yang menjadi dasar dari pengelolaan keuangan negara

15 Rostiawati, Enong. Komitmen Tugas dan Organizational Citizenship Behavior pada Pegawai
Negeri Sipil, Penerbit NEM, Jakarta, 2022, hlm. 22.
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sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketika surat yang
berisi tanda tangan Kepala Puskesmas dipalsukan dan digunakan untuk mencairkan dana
publik, maka terjadilah ketidaksesuaian antara maksud formal surat dan penggunaannya
dalam kenyataan. Hal ini membuktikan bahwa sistem administrasi bisa dimanipulasi demi
kepentingan pribadi.

Kasus ini memperlihatkan betapa mudahnya akses terhadap dana publik
diselewengkan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Dalam
situasi ideal, setiap tindakan pencairan dana harus melalui verifikasi yang ketat dengan
prosedur otentikasi berlapis. Namun pada kenyataannya, surat yang dipalsukan dapat
digunakan sebagai alat untuk merampas hak pelayanan kesehatan masyarakat.

Permasalahan utama yang membuat putusan ini sangat menarik untuk diteliti
adalah adanya dugaan tindak pidana korupsi yang tidak didakwa dan dipertimbangkan
secara eksplisit oleh majelis hakim. Meskipun terdakwa adalah seorang PNS dan dana yang
diselewengkan merupakan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang notabene adalah
dana publik, Penuntut Umum hanya mendakwa terdakwa dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP
tentang pemalsuan surat dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Selanjutnya, majelis
hakim hanya memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal
263 ayat (2) KUHP, sebagai dasar putusan.

Situasi ini menimbulkan serangkaian pertanyaan. Pertama, mengapa Jaksa
Penuntut Umum tidak mendakwa terdakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi (UU Tipikor)? Penarikan dana publik secara melawan hukum oleh seorang pejabat
negara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, seperti yang terjadi dalam kasus
ini, sangat kuat mengindikasikan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi, seperti
penggelapan yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, terutama jika dilakukan oleh
pegawai negeri atau pejabat, diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU Tipikor atau
penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor).

Kedua, apakah pertimbangan hakim sudah memadai dengan hanya mengacu pada
KUHP, tanpa mempertimbangkan dimensi kerugian keuangan negara dan kapasitas
terdakwa sebagai seorang PNS? Meskipun unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP terpenubhi,

penerapan UU Tipikor sejatinya dapat memberikan sanksi pidana yang lebih berat dan
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secara lebih tepat mencerminkan kerugian negara yang ditimbulkan. Ketiga, bagaimana
implikasi hukum dan keadilan jika kasus penyelewengan dana publik oleh PNS seperti ini
hanya diselesaikan dengan pasal KUHP biasa, tanpa menyentuh aspek pemberantasan
korupsi yang lebih luas? Hal ini berpotensi menciptakan preseden buruk bagi akuntabilitas
PNS dalam pengelolaan dana publik.

Bagian yang paling tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia, khususnya
dalam pemberantasan korupsi, adalah pemilihan delik dakwaan dan pertimbangan hukum
oleh majelis hakim yang secara eksklusif hanya berfokus pada pemalsuan surat (Pasal 263
ayat (2) KUHP) tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana korupsi.
Terdakwa Azhari, sebagai Bendahara JKN di Puskesmas, merupakan seorang Pegawai
Negeri Sipil yang mengemban tugas mengelola dana publik. Penyelewengan dana JKN
sejumlah Rp191.133.000,- yang dilakukannya jelas-jelas mengakibatkan kerugian
keuangan negara.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, apabila suatu perbuatan memenuhi unsur-
unsur tindak pidana umum sekaligus tindak pidana korupsi, maka penuntutan dan
pemidanaan seharusnya diprioritaskan berdasarkan UU Tipikor.1¢ Prinsip ini dikenal
sebagai lex specialis derogat legi generali, yang berarti hukum yang bersifat khusus (UU
Tipikor) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (KUHP).

Pasal-pasal yang seharusnya patut dipertimbangkan dalam kasus ini, meskipun
tidak terbatas pada, antara lain:

1. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika perbuatan tersebut bertujuan
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan
keuangan negara.

2. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, jika terdakwa
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara

3. Pasal 8UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, yang secara spesifik
mengatur tentang penggelapan dalam jabatan yang merugikan keuangan negara.

Dengan hanya menerapkan Pasal 263 ayat (2) KUHP, putusan ini terkesan
mengabaikan dimensi korupsi yang melekat pada perbuatan terdakwa sebagai seorang

pejabat publik yang menggelapkan dana negara. Meskipun pemalsuan merupakan modus

16 Mulyadi, Lilik. Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus, Penerbit Alumni, Bandung,
2023, hlm. 35.
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operandi dari penggelapan dana tersebut, substansi perbuatan yang merugikan keuangan
negara oleh seorang pejabat publik seharusnya menjadi fokus utama dalam penuntutan dan
pemidanaan. Hal ini berpotensi menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk
menghindari jeratan hukum pidana korupsi yang lebih berat, yang pada akhirnya dapat
merusak upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara yuridis bagaimana pengaturan
tindak pidana pemalsuan surat diterapkan terhadap aparatur sipil negara, serta bagaimana
pengadilan menilai unsur-unsur pidananya. Kajian ini tidak hanya menelaah aspek legalitas
formal, namun juga mempertimbangkan nilai moral, keadilan, dan kepercayaan publik

terhadap penyelenggara negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, serta
bersifat deskriptif-analitis. Sumber data berupa bahan hukum primer (KUHP, UU No. 31
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2003, dan
putusan pengadilan), sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan

dan studi putusan dan dianalisis data dilakukan secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Yuridis Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang
Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam Perkara Pencairan Dana Jaminan
Kesehatan Nasional di Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe Berdasarkan
Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm
Tindak pidana pemalsuan surat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum
yang diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni perbuatan
membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi
perseorangan maupun negara. Dalam perkara Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm, terdakwa
Azhari yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Blang Cut Kota
Lhokseumawe, terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan Kepala Puskesmas dalam lima
lembar cek untuk mencairkan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) senilai
Rp191.133.000. Dalam hal ini, Majelis Hakim menerapkan Pasal 263 ayat (2) KUHP karena
unsur-unsur delik pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu:

i. Adanya perbuatan “dengan sengaja menggunakan surat palsu”, yang dibuktikan
melalui keterangan saksi dan hasil Laboratorium Forensik yang menyatakan tanda
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tangan tersebut tidak identik;

ii. Terdapat kerugian nyata terhadap keuangan negara karena dana tersebut
digunakan untuk judi bola online dan kepentingan pribadi; serta
iii. Terdakwa menyadari dan mengakui bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa izin

Kepala Puskesmas.

Unsur “dengan sengaja” dalam pasal tersebut merujuk pada kesadaran terdakwa
atas perbuatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (criminal
responsibility) berdasarkan adanya niat jahat (mens rea) dan tindakan nyata (actus reus).
Selain itu, status terdakwa sebagai PNS menjadi pertimbangan pemberatan pidana sesuai
Pasal 52 KUHP, yang mengatur bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana lebih berat apabila
dalam melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan atau sarana jabatan yang
dimiliki.

Perbuatan pemalsuan surat oleh PNS tidak hanya merupakan pelanggaran hukum
pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap etika dan integritas ASN sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta
berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 9 UU No. 31
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 apabila terdapat unsur penyalahgunaan jabatan dan
penggelapan dana publik. Majelis Hakim memutus pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan,
lebih ringan dari tuntutan jaksa, dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa belum
pernah dihukum, mengakui perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, dan bersikap
sopan selama persidangan.

Putusan ini menunjukkan adanya kepastian hukum (rechtssicherheit), penerapan
asas lex certa dan lex stricta secara akurat, serta menunjukkan bahwa pemalsuan surat
dalam lingkungan birokrasi merupakan pelanggaran berat yang merusak integritas
pelayanan publik. "Lex certa, lex stricta" adalah dua prinsip dalam asas legalitas yang
berkaitan dengan hukum pidana. Lex certa berarti bahwa rumusan tindak pidana dalam
undang-undang harus jelas dan pasti, tidak ambigu atau multitafsir.17

Lex stricta berarti bahwa rumusan tindak pidana tersebut harus ditafsirkan secara
ketat, tidak boleh diperluas melalui analogi atau penafsiran lain yang dapat merugikan

terdakwa.18 Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus ini tidak hanya memberikan

17 Purwoleksono, Didik Endro. Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2014,
hlm. 43.
18 Tomalili, Rahmanuddin. Hukum pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 33.
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efek jera, tetapi juga menjadi representasi komitmen negara dalam menjaga akuntabilitas
penggunaan dana publik, khususnya dalam sektor layanan kesehatan masyarakat.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Kasus
Pemalsuan Surat Oleh Pegawai Negeri Sipil Dalam Perkara Pencairan Dana
Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Azhari,
seorang Pegawai Negeri Sipil sekaligus mantan Bendahara Dana Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) di Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe, sebagaimana tercantum dalam
Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm, disusun melalui konstruksi hukum yang cermat,
sistematis, dan berdasarkan asas keadilan serta kepastian hukum yang menjadi prinsip
dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Majelis Hakim dalam perkara ini menjadikan
alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk membangun
keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana
diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Alat bukti yang dinilai sah dan relevan dalam perkara ini meliputi keterangan saksi,
keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang
meskipun tidak diajukan langsung sebagai keterangan ahli, namun dipertimbangkan
sebagai keterangan ahli tertulis berdasarkan Pasal 186 KUHAP. Dalam pertimbangan
hakim, keterangan saksi dari Kepala Puskesmas, Ns. Zuheri, menjadi kunci utama yang
menyatakan bahwa tanda tangan dalam lima lembar cek yang digunakan untuk pencairan
dana JKN bukanlah miliknya.

Keterangan ini diperkuat oleh saksi-saksi lainnya, seperti Cut Malahayati dan Aida
Fitri, yang menyampaikan adanya pengakuan dari terdakwa serta bukti-bukti administrasi
yang menunjukkan penyimpangan. Keterangan terdakwa sendiri diakui dan bersifat
menguatkan unsur kesengajaan, karena terdakwa tidak hanya mengakui bahwa ia
memalsukan tanda tangan Kepala Puskesmas, tetapi juga menyatakan bahwa dana hasil
pencairan sebesar Rp191.133.000,- digunakan untuk berjudi bola online dan keperluan
pribadinya. Bukti surat berupa lima lembar cek asli yang memuat tanda tangan palsu,
disertai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 6854/DTF/2018 yang
menyimpulkan bahwa tanda tangan tersebut non identik, menjadi bukti ilmiah yang
menguatkan pertimbangan majelis hakim bahwa unsur “dengan sengaja memakai surat

palsu” dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi.
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Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya kerugian nyata terhadap
keuangan negara, karena dana JKN yang merupakan dana publik tidak digunakan sesuai
peruntukan, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dalam
menilai unsur-unsur tindak pidana, hakim menyatakan bahwa unsur “barang siapa” telah
terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang cakap dan bertanggung jawab.
Unsur kedua, yaitu “dengan sengaja memakai surat palsu,” dinilai terbukti dari fakta bahwa
terdakwa mengetahui bahwa tanda tangan yang digunakan dalam cek adalah palsu, dan ia
menggunakannya untuk mencairkan dana secara tidak sah. Sedangkan unsur ketiga, yaitu
“pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian,” juga dianggap terbukti karena telah
terjadi kerugian negara sebesar Rp191 juta. Pertimbangan hakim tidak berhenti pada aspek
yuridis semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan etik sebagai ASN.

Hakim menilai bahwa terdakwa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
semestinya menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab terhadap
amanah negara. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan jabatan untuk
mencairkan dana publik dengan cara melawan hukum dianggap sebagai pelanggaran serius
terhadap etika profesi dan kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara. Dalam aspek
pertimbangan memberatkan, hakim menyebutkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan
dalam kapasitas sebagai ASN dan bendahara JKN, yang seharusnya menjaga dan mengelola
dana publik dengan penuh tanggung jawab.

Tindakan terdakwa yang memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pemalsuan
surat dan menggunakan uang tersebut untuk berjudi bola online menunjukkan adanya
motif pribadi yang murni kriminal, tanpa alasan kedinasan atau pembenar. Selain itu,
kerugian keuangan negara juga berdampak pada terganggunya pelayanan kesehatan
masyarakat, karena dana JKN seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik, bukan
untuk konsumsi pribadi.

Sementara itu, dalam pertimbangan meringankan, hakim mempertimbangkan
bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, belum
pernah dihukum sebelumnya, memiliki tanggungan keluarga, dan telah menunjukkan itikad
baik untuk mengembalikan dana dengan memotong gajinya sebesar 50% sejak Agustus
2018. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim juga menggunakan pendekatan

kemanusiaan dan restoratif dalam menjatuhkan putusan.
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Meskipun unsur Pasal 52 KUHP tidak secara eksplisit digunakan dalam
menjatuhkan hukuman, tetapi pertimbangan hakim tetap memasukkan prinsip pemberatan
bagi pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan publik, sebagaimana yang juga
ditegaskan dalam peraturan etika ASN seperti UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS.
Hakim juga menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip integritas,
akuntabilitas, dan kepatuhan pada norma hukum oleh ASN tidak hanya merupakan
pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap asas-asas umum
pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas akuntabilitas dan kepastian hukum.

Dalam aspek kepastian hukum, hakim telah membuktikan bahwa proses peradilan
berjalan sesuai ketentuan hukum acara pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan
saksi dan bukti, hingga pengambilan keputusan, semuanya dilakukan sesuai prosedur
hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat, dan menjatuhkan
hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan, yang dinilai sebagai bentuk penerapan hukum
yang seimbang antara keadilan dan kemanusiaan. Dalam amar putusan, hakim juga
memutuskan agar barang bukti dikembalikan ke pihak Puskesmas Blang Cut dan
membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,-.

Putusan ini sekaligus menjadi cerminan bagaimana hukum ditegakkan tidak hanya
dengan memuat aspek formal normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial,
keadilan substantif, dan integritas lembaga negara. Keseluruhan pertimbangan ini
menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah memperhatikan
seluruh unsur hukum, fakta, dan prinsip keadilan secara menyeluruh dan komprehensif
sesuai dengan asas legalitas, asas keadilan, dan asas kepastian hukum yang menjadi dasar

utama sistem hukum pidana di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Terdakwa Azhari, seorang Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Blang Cut Kota
Lhokseumawe, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan
surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan memalsukan tanda tangan
Kepala Puskesmas untuk mencairkan dana Jaminan Kesehatan Nasional sebesar
Rp191.133.000,- yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Majelis Hakim dalam Putusan

Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm menilai secara cermat unsur-unsur delik melalui alat
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bukti sah sesuai Pasal 184 KUHAP, dan mempertimbangkan baik aspek hukum maupun
etika ASN. Pertimbangan meringankan seperti penyesalan terdakwa dan itikad
mengembalikan dana juga diperhatikan, sehingga putusan 2 tahun 6 bulan dianggap adil.
Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara hukum pidana dan etika
aparatur negara, serta pentingnya penguatan sistem pengawasan internal. Saran dari
penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum mempertimbangkan penggunaan Pasal 52
KUHP atau UU Tipikor untuk kasus serupa, serta mendorong pengawasan yang lebih ketat

dalam pengelolaan dana publik oleh ASN.
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